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6. Segera melakukan perbaikan pada BI setelah audited BPK, karena ada 
beberapa asset yang tidak terinput dan salah status barang pada saat 
input. 

7. Permasalahan pinjam pakai asset dan hibah atas asset daerah 
menjadi kewenangan Bupati dapat dilakukan SKPD seper t i 
tanah / gedung, asset bergerak seperti kendaraan dinas , dan asset 
lainnya. 

yang 
asset 
tetap 

8. Tata cara pengelolaan asset lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Sjstem clan Prosedur Pengelolaan Asset, dan tata cara penyelesaian 
kerugian ~erah diatur dalarn Peraturan Bupati tentang T a Cara 
Penyelesaian Tun tu tan Perbendaharaan dan Tun tu tan Gan ti Rug·. 

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya . 

YA 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 



BUPATI BANYUASIN 
PERATURAN BUPATI BANYUASIN 

NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAA~ -KE BIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 

Menimba n g 

Mengin gat 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa bcrdasarkan Pasa l 5 ayat (2) huruf a Peraturnn 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (3) huruf b 
Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana Le lah diubah terakhi r dengan Pcraturan Memeri 
Dalam Negcri Nomor 21 Ta hun 2011, dipc rl ukan penyusunan 
dan penclapan scrla pclaksanaan kebijakan pengelolaan 
Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah; 

b. bahwa bcrdasarkan Pasa l 12 Peraturan Daernh l<abupalcn 
Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 te n tang Pajak Daerah , pcrlu 
menetapkan Tata Cara Pcmungulan, Penye toran dan Pelaporan 
Pajak Rcsloran oleh Bendahara F'cnge luaran ; 

c. bahwa clalam rangka pc laksanaan Penat.a usah,.1c.1n dan 
Akuntansi, Pcl a poran d ~m Pcrta n ggungjawaban /\nggarnn 
Pe ndapc1Lan dan Bclanja Dacrah ~.ccara lcbih prorcssional , 
terbuk.i clan bertanggu ngjawab, dipandang pcrlu mcnct;1pl«-1n 
pcdoman pelaksanaan kebijakan pcngclolaa n A11 ggc:\ran 
Penclapatan dan Belanja Daerah d i li ngku ngan Pernerintah 
Kabupaten Banyuasin; 

c. bah wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru f a, huruf b dan huru f c, perlu diatur dengan 
Peratu rcin Bupali Bc1n_vuasin . 

1. Undan g-U nclang Nomor 6 Tc1h u n 2002 ten tang Pcm bcn tu kan 
Kabupalc n Banyuasin di Provinsi Sumatcra Scl a tan (L;cmbaran 
Negara Repu b lik I ndoncsia Tahu n 2 0 02 No m or 19 , T;.1 rn bahan 
Lem baran Negara Rep u blik Indonesia Norn or 4 18 1); 

2. 

3 . 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t.cntang Pcrbcnciaharaan 
Negara (Le mbara n Negara l~c publik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Nega ra Rcpublik Indonesia 
Nomor 4355); 

Undang-U ndang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang Pemcriksaan 
Pcngclo laan dan Tanggu ng Jawab Keuanga n Negara (Lcmbaran 
Negara R(:publ ik Indonesia Tc.1 h un 2004 Nomor Nomor 66, 
Tamba han Lembaran Negara Rep ub lik Indonesia Nom o r 4400); 

4.Undang . .. 
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4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indon esia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

6. Und¥1g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perunda ng-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 , Tamba h a n Lembaran Negara Republik In do ne sia 
Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelola an Keua ngan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pela poran 
Keuanga n dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Ta ta Ca ra 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paja k Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 19); 

12 . Peraturan Pem erin tah Nomor 9 1 Tahun 2010 te n ta ng Jen is 
Paj ak Da erah ya ng dipungut berda s a rka n penetapa n Kepala 
Da erah a tau dibayar sendiri oleh wajib paj a k (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 153) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Ta mba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

14. Peratura n Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pen gadaan 
Barang/ Jasa Pemerintab sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomoi- 70 Tahun 2012 ; 

15.Pera turan ... , 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ; 

16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

17 . Pera~ran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 te n ta ng 
Tata" Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ra n 
Pertanggungjawab~n Bendahara serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang 
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tenta ng 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

20 . Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-
2033 /0 l /08/2013 Perihal Perencanaan dan Pem a n faa ta n 
Anggaran Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel. 

2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2006 Nomor 41 Seri E); 

2 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Ta hun 2011 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang/Milik dikua sai 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 10); 

23 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin 
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2014 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 032); 

24 . Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4b Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas· di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2011 Nomor 1); 

25 . Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2011 ten tang 
Penetapan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib 
Serta Belanja Bersifat Tetap (Berita Daerah Ka. bu paten/ 
Banyuasin Tahun 2011 Nomor 4); , 

26.Peraturan ... 
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26 . Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 88 Tahun 2011 ten tang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2011 Nomor 23); 

27. Peraturan Bupati Banyuasin Norn or 871 Tahun 2011 ten tang 
Pedoma.n Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah 
(Serita Daerah Kabupaten Banyu a sin Tahun 2011 Nomor 79), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 586 Tahun 2014 (Berita Daerah Ka bu paten 
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 63); 

28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 856 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 20 11 
Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 1041 Tahun 2013 (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2013 Nomor 82) . 

MEMUTUSKAN : 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANYUASIN. 

BAB I 

KETENTUAN U MUM 

Pasa l 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah claerah d a n 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Pendapata.'1 Daerah adalah hak pemerintah daerah yang cliaku i 
sebagai penarnbah nilai kekayaan bersih . -

3 . Belanja Daerah adala h kewajiba n pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

4 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke .kas daerah . 

5 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar clari kas cl ae rah. 

6 . Kas Daerah adalah tempat penyimpana n uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengelua ran daerah. 

7. Rekening ... 
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7. Rekening Kas Daerah adalah rekening tern pat penyimpana n 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Banyuasin untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
mem bayar seluruh pengeluaran daerah pad a bank yan g 
ditetapkan . 

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

~ 

9 . Piuta ng fJ:ae rah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pe m erintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang 
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau 
akiba t lainnya yang sah. 

10 . Utang Daerah adalah jumlah uang yang waj ib dibayar 
pemerinta h daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan, perjanjian, a tau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah . 

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewena n gan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas ·dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

12 . Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
da lam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang selanjutnya disingkat 
S KPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah se laku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PI?KD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 

16. Dokumen Pelaksanaan Peru bah an Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokum e n yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna 
Anggaran. 

17.Dokumen .. / 
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1 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lan ju tan yang selanju tnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja 
tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 
berikutnya. 

18.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk ya ng 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna menda nai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

19. Surat"':t;enyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokum.en yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil · keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 
Dalam hal PA belum menetapkan PPK maka KPA bertinda k 
se bagai PPK . 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, dalam hal ini 
adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaa n APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai ben dahara 
umum daerah. 

23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausa hakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daera h dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD . 

2 5 . Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan , dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaa n APBD pada SKPD. 

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk 
untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk mela ksanakan 
pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan tertentu. 

27.Uang ( 

: •;·, .-
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27. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu 
yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerj a atau 
membiayai pengeluaran yang menuru t sifat dan tujuannya tidak 
mungkin d.ilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 

28. Pembayaran Langsung yang selanjutn ya disebut pembayaran LS 
adalah pembayaran yang dilakukan la ngsung kepada Bendahara 
Pengeluaran/penerima ha! lainnya atas dasar perjanjian kerja, 
suratJ<eputusan, surat tugas atau su rat perintah kerja la innya 
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Belanja Langun g. · 

29.Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah 
pembayaran uang muka yang diberikan kepada Bendahara 
untuk kepu tusa n yang san gat mendesak. -

30. Surat Permintaan Pembayaran yan g selanjutnya disingkat SPP 
a dalah dokumen yang diterbitka n oleh pejabat yan g 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/benda hara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

31 . SPP Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung tagihan kepada penerima hak/ bendahara 
pengeluaran. 

32. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya d i. singkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bernifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pem bayaran 
langsung. 

33. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang pe,sediaan 
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 
tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 

34 . SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran 
untuk p ermintaan pengganti uang persediaan yang tidak d a pat 
dilakuka n dengan pem bayaran langsung. 

35 . SPP Gan ti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat 
SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan 
pengeluaran untuk pertanggungjawaban UP. 

36 . SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya 
disingka t SPP-TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendaharan pengeluaran untuk pertanggungjawaban TU. 

!' 37 .Surat .. 
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37 . Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokurnen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

38. Surat Perintah Mernbayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mencairka n dan a 
yang b ersumber dari DPA dalam rangka pembayarar1 tagihan 
k epctda Penerima Hak/ Benda hara Pengeluaran. ~"" . 

39. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
mencairkan UP. 

40 . Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna an ggaran 
untuk mencairkan TU . 

41. Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
dengan membebani DPA, yang dananya dipergunakan untuk 
m enggantikan UP yang telah dipakai . 

42. Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan Nihil yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
sebagai pertanggungjawaban UP yang mernbebani DPA . 

43 . Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil 
yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil adalah dokurnen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
sebagai pertanggungjawaban TU yang rnembebani DPA. 

44 . Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) yang selanjutnya 
disingka t SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BJ.JD berdasarkan S PM 
yang telah diverifikasi . 

45 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yan g bersifat memaksa berdasarkan undang-unda ng, 
dengan tida k mendapatkan imba lan secara langsun g dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

46. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan; meliputi 
pembayar pajak serta pemungut pajak; yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanl 
perundang-undangan perpajakan daerah. _ 

47.Badan .. . 
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47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha m aupun 
yang tidak melakukan usaha; yang meliputi perseroan terbatas , 
perseroan komanditer, perseroan lain nya, S a dan Usaha Milik 
Negara (BUMN) , S a dan Usaha Milik Daerah (BUMD); dengan 
nama clan dalam bentuk apapun ; firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, oganisasi masa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi d a n bentuk 
usah'1 tetap . 

48. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang dised iakan 
oleh restoran. 

49 . Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman 
dengan dipungut bayaran , yang mencakup juga rumah maka n , 
kafetaria, kantin , warung, bar d a n sejenisnya, termasuk jasa 
boga / ka tering. 

50. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Pera.turan Bupati pa ling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang m enjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor clan melaporkan pajak yang 
terutang. 

51 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek clan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagiha n pajak 
kepada wajib pajak serta perigawasan penyetorannya. 

52 . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah , yang s elanjutnya 
disingkat SPTPD , adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ a tau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukai::i objek pajak, 
dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

53 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 
a dalah bukti pembayaran atau penyctoran pajak yang telah 
dilakukan dengan mengguna ka n formulir atau telah di lakukan 
d engan cara la in ke Kas Daerah mela lui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati . 

BAB II 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan APBD 
Ka bupaten Banyuasin ini mengatur mengenai : 

A . 
B . 

Azas Umum Pelaksanaan AFBD; I 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/PPKD; _ 

C.Anggaran ... 
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C. Anggaran Kas SKPD dan Pemerintah Daerah; 
· D. Pelaksanaan Kebijakan Pendapatan Daerah; 

E. Pelaksanaan Kebijakan Belanja Daerah; 
F . Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 
G . Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah. 

Pasal3 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud d a lam 
Pasa l 2~ diuraikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisah~iln dari Peraturan Bupati ini dan Pedoman ini harus 
dibaca bersamaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Perundang­
undangan lainnya yang terkait. 

Pasal 4 

Format dokumen Anggaran Kas, Pelaksanaan Kebijakan Bela nj a 
Daerah, dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Dae rah 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf C, huruf E, huruf F, 
t ercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Pela k san a an 
Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014 (Berita Da erah 
Ka bu paten Banyuasin Tahun 201 4 Noaior 19), dicabu t dan 
dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 6 

Peraturan Bupa ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangka n. 

Aga r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
Pada Tangga l 9 Februari 2015 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN :8ANYUASIN, 

Ditetapkan di Pangkalai Balai 
Pa da tanggal 9 Febru ·i 2015 

YA 

SERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 7 
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LAM PIRAN 
PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 7 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 

A . AZAS UMUM PELAKSAN/\AN APBD 

B. 

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 
pelaksa~:an urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 

2. Set.iap SKPD yang mempunyai tugas mernungut dan/atau 
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan 
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalarn 
Perundang-undangan. 

rnenerima 
d a n/atau 
Pera tu ran 

3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang­
undangan misa lnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . 

4. Penerimaan SKPD berupa uan g at.au eek harus disetor ke rekening 
kas umum daerah Kabupaten Banyuasin paling lama 1 (satu) h ari kerja. 

5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupaka n bat.as 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 

6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 
APED . 

7. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan d alam laporan 
realisasi anggaran. 

8. Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksu d pada a n gka 7 
ditetapkan sesuai d en gan Peraturan Perundang-undangan. 

9 . Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

10. Pengeluaran belanja daerah 
mewah, efektif, efisien dan 
Perundang-undangan . 

menggunakan prinsip hemat, tidak 
sesuai denga.n ketentuan Peraturan 

PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD /PPKD 

1. Ketentuan Umum 

a. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peratu ran Dacrah tentang 
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar 
menyusun rancangan DPA-SKPD. 

b. Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, merinci 
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan 
dana tiap -tiap SKPD s erta pendapatan yang diperkirakan . 

Pedoman Pe laks anaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
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c. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

d. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 
dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, 
PPKD mengesahkari rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
Sekretaris Dae rah. 

f. DPA-SKOO-yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e 
disampaikan kepada kepala SKPD, lnspektorat Kabupaten, dan 
Badan Pe me riksa: Keuangan paling lama 7 (tujuh) h ari kerja sejak 
tanggal disahkan. 

g. DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku 
pengguna anggaran/pengguna ha.rang. 

2. Ketentuan Perubahan DPA Sebelum Peraturan Daerah Tentang 
Perubahan Anggaran 

a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan 
antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. 

b. Pergeseran antar rin cian obyek bel a nja dalam obyek belanja 
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Persetujuan PPKD 
dida sarkan antara lain karena perubahan asumsi kegiatan yang 
berdampak pa da berubahnyajenis bukti pertanggu ngjawaban. 

c . Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 
dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah . Persetujuan sekretaris 
daerah didasarkan antara lain karena perubahan asumsi kegiatan yang 
bedampak pada beru bahnya jenis bukti pertanggungjawaban . 

d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
dengan cara mengu bah Pera tu ran Bupati ten tang penjabaran 
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanju tnya dian ggarkan 
dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. 

e. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan 
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud 
pada huruf d , harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD. 

3. Ketentuan Perubahan DPA Akibat Penambahan Anggaran Sebelum 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

a. Penambahan anggaran hanya dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan harus dengan persetujuan 
DPRD, misalnya penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana 
transfer lainnya. 

b . Penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati . 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
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4 . Ketentuan Perubahan DPA Akibat Pengurangan Sebelum Peraturan 
Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

a. Pengurangan anggaran hanya dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan harus dengan persetujuan 
DPRD. 

b . Pengurangan anggaran sebagaimana dimaksud dalarn huruf a ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

c. Bupati dapat mengurangi anggaran yang belum dilaksanakan untuk 
penghematan atau karena adanya penurunan pendapatan/penerimaan 
dengan ;'Iara tidak menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) climalrnud 
atau merubah SPD ya.."lg sudah diterbitkan. 

5 . Ketentuan Perubahan DPA dalam Keadaan Mendesak 

a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 162 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 
tela h diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 
se bagai beriku t : 

1) Program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia 
anggarannya. 

2) Keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat. 

b. Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 1) m eliputi urusan wajib sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo:- 38 Tahun 2007 dan 
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 . 

c . Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 2) meliputi : 

1) Dana Alokasi Khusus; 

2) Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi, pemerintah pusa t dan 
bantuan luar negeri; 

3) Belanja yang sumber pendapatannya langsung dari pemerintah 
pusat; 

4) Belanja yang terkait dengan penyelenggaraan acara tingkat 
nasional dan internasional; da n 

5) Belanja mendesak diluar angka 1) sampai dengan angka. 4) yang 
apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besa r bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat . 

d . Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada huruf a merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang 
APBD. Apabila kriteria dimaksud tidak tercantum dalam Peraturan 
Daerah tentang APBD, maka digunakan kriteria yang ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini . 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
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e . Pendanaan belanja dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diformulasikan lebih dahulu kedalam RKA-SKPD dan 
DPA/OPPA-SKPO, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBO. 

f. Dalam hal keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya pen.i bahan 
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran. 

g. Pelaksanaan pengeluaran untuk kegiatan dalam keadaan mendesak 
sebagairnan a dimaksud pada huruf b dan huruf c terlebih dahulu harus 
ditetapl-.an dengan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran 
APBD dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan . 

ANGGARAN KAS S KPD DAN PEMERINTAH DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

a. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan 
anggaran kas SKPO. 

b . Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun 
berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) setiap kegiatan. 

c. Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a 
disampaikan kepada PPKO selaku BUD bersamaan dengan rancan gan 
DPA-SKPD, paling lambat 6 hari kerja se~elah adanya pemberital1u an . 

d. PPKD melalrukan otorisasi Rancangan Anggaran Kas SKPD dan 
kemudian diserahkan kepada TAPD. 

e . TAPO bersama dengan kepala SKPD memverifikasi rancangan DPA­
SKPO dan RKA-SKPO berdasarkan per-KOH tentang Penjabaran APBO, 
p al ing lamba t 15 hari kerja sejak dite tapkannya per-KOH tentang 
Penjabaran APBD. 

f. TAPD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang lolos verifikasi 
kepada PPKD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah 
Daerah. 

g. Rancangan Anggaran Kas SKPO dibuat arsip oleh PPKO, sedangkan 
Rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah digunakan untuk 
m engatur ketersediaan dana yang cukup untuk m endanai 
pengeluaran -pengeluara n sesuai dengan rencana penarikan dana 
yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 

h . Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat 
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaa n dan 
perkiraan a rus kas keluar yang digunakan guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode (bulanan). Format an ggaran 
kas disajikan pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
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2. Perubahan Anggaran Kas 

a. Apabila terjadi realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas 
tidak sesuai dengan besarnya perkiraan arus kas masuk dan arus 
kas keluar sebagaimana dimaksud pada angka 1 h uruf e, maka 
anggaran kas Pemerintah Daerah dan SKPD harus dikoreksi. 

b. Apabila Anggaran kas mengalami percepatan penerimaan atau 
kenaikan penerimaan kas permanen karena ada ketetapan 
Pemerintah/Pemerintah Provinsi tentang kenaikan pen erimaan dana 
dari Pemerintah/Provinsi, maka anggaran kas SKPD: 

1) tid~ berubah bila terjadi percepatan penerimaan. 

2) dapat berubah bila terjadi kenaikan penerirr.aan kas permanen . 

c. Apabila Anggaran kas mengalami penundaan penerimaan atau 
penurunan penerimaan kas permanen karena ada ketetapan 
Pemerintah/Pemerintah Provinsi tentang penurunan penerimaan dana 
dari Pemerintah/Provinsi , maka : 

1) Anggaran kas SKPD dapat mengalami perubahan berupa 
pengunduran jadwal pencairan kegiatan SKPD. 

2) kegiatan dengan prioritas yang rendah dap at dijadwalkan ulang 
pelaksanaannya. Jadwal ulang pelaksanaan ini dapat bcrupa 
penyusunan DPAL-SKPD atau dianggarkan kem bali pada tahun 
anggaran berikutnya, sesuai ketentu an Peratu ran Perundang­
undangan yang berlaku. 

Format Perubahan Anggaran Kas disajikan pada lampiran 2 Peraturan 
Bupati ini . 

d. Perubah an anggaran kas disebabkan oleh berubahnya waktu 
pelaksanaan kegiatan . 

e . Mekan isme pengelolaan anggaran kas pemerin tah daerah 
ditetapkan dalam Peraturan Bu pati. 

D. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

1. Kebij akan Umum Pendapatan Daerah 

a . Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli d aerah, pendapatan 
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan da~rah yang sah. 

b . Pendapatan Daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah. 

c. Setiap pendapatan harus didukung ole h bukti yang lengkap d a n sah. 

d . Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang 
dan tanggung jawabnya, dan wajib disetor dalam jumlah bruto . 

e . SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah dan dilarang menggunakan hasil pungutan 
untuk kepentingan apapun . 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
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f. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara 
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat 
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil 
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merup akan 
pendapatan daerah. 

g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 
membe bankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk 
pengembalicyi. . pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama 
dengan didukung bukti yang lengkap dan sah. 

h. Pengembalian kelebih-an pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada belanja tida k 
terduga . Kejadian ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah d a n 
diberita hukan k e pada DPRD paling la.ma l(satu) bulan terhitu ng 
sejak keputusan dimaksud ditetapka n . Pe ngertian telah ditu tup 
dimaksudkan setelah laporan keuangan dita ndatangani oleh Bupati 
dan disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan . 

2. Kebijakan Menurut Jenis Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pendapatan Asli Daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada 
akhir setiap hari kerja yang bersangku tan bersaldo nihil, artinya 
saldo rekening secara otomatis oleh Bank Sumsel Babel Cabang 
Pangkalan Balai setiap hari ditransfer ke rekening kas umum daerah . 
Demikian pula untuk pendapatan asli daerah lainnya disediakan 
rekening bank khusus. Oleh karena itu setiap SKPD yang akan 
menyetor uang ke Kas Daerah Kabupaten Banyuasin dalam rangka 
PAD lain-lain, maka harus sesuai dengan nama rekening bank 
tersebut di atas guna mempermudah rekonsiliasi PAD lain-lain; 

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya disetor ke rekening PAD 
Kabupaten Banyuasin, rekening ini pada akhir setiap hari kerja yang 
bersangkutan bersaldo nihil, artinya saldo rekening PAD secara 
otomatis oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai setiap 
hari ditransfer ke rekening kas umum daerah; -

3) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD , Pemerintah Daerah 
d apat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku 
ekon omi dan tidal< membuat kebijakan yang memberatkan dunia 
u saha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui 
penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan 
pajak dan retribusi daera.h, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi 
daerah , serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas 
pemu ngutan PAD; 

4) Penagihan PBB dilakukan pada saat masa panen; 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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5) DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah harus meningkatkan 
penerim aan penghasilan jasa giro dan bunga deposito a tas 
p engelolaan manajemen kas daerah; 

6) Pendapatan jasa giro dari rekening giro bendahara pengelu a ran 
SKPD secara otomatis setiap akhir bulan ditransfer oleh Bank ke 
Rekening Ka s Umum Daerah ; 

7) Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga yang dilarang tidak 
diperbolehkan lagi memungu tnya, kecuali penerimaan dana hi bah 
dari pihak ketiga; 

8) Pen y~tsrq.11 PAD tidak botch rnelewati batas waktu 1 x 24 jam kecuali 
untuk · daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau penyetornn nya 
dalam waktu 4 x-24 jam; 

9) Setiap karcis retribusi daerah harus menggunakan karcis yang 
diporporasi oleh DPPKAD; 

10) Setiap SKPD harus melakukan rekonsiliasi antara karcis yang 
diporporasi dengan bukti STS; 

11) Penempatan Uang/deposito ditentukan sebagai berikut: 

a) Dalam hal terjadi kelebihan kas BUD dapat menempatkan uang 
daerah pada rekening di bank sentral/bank umum yang 
menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang 
berlaku . 

b) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan den gan 
memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian 
a tau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat 
diperlukan. 

b. Pendapatan Dana Perimbangan 

1) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Dana Perimbangan, 
DPPKAD secara terus menerus berkoordinasi dengan pihak yang 
te rkait serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas 
penerimaan Dana transfer tersebut; 

2) Khusus kegiatan yang dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten 
Banyuasin namun dimungkinkan untuk pengadaan makan /minum 
dan snack atau catering dilakukan oleh wajib pajak restoran di 
Kabupaten Banyuasin, pajak restorannya disetor ke kas daerah 
Kabupaten Banyuasin sesuai dengan ke tentuan yang berlaku ; 

3) Bagi SKPD yang tidak mengindahkan pelaporan tersebut, s ehingga 
penyerapan dana pusat lebih rendah dari ketentuan, maka p lafon 
anggaran SKPD yang bcrsangkutan pa d a tahun anggaran berikutnya 
dapat dikurangi; · 

4) Pendapatan dana b agi hasil diinten s ifl<an penerimaannya melalui 
peningkatan atau penggalian poten s i objek pendapatan yang 
memperbesar porsi bagi hasil untuk Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. Misalnya melalui pendekatan kepada perusahaan­
perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin untuk 
menyetorkan pajak-pajak pusat sebagai penerimaan Kantor 
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Pelayanan Pajak Sekayu (wilayah pajak untuk Kabupaten Muba dan 
Banyuasin); 

5) Apabila terjadi penurunan pendapatan dana transfer berdasarkan 
kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan pemotongan belanja 
yang bersumber dari pendapatan dimaksud. DPPKAD melakukan 
pengendalian melalui mekanisme penerbitan Surat Penycdiaan Dana 
(SPD) 

c . Lain -lain Pendapatan Dae rah Yang Sah 

1) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Lain-lain Pendapatan 
Daer~ _Yang Sah, DPPKAD harus berkoordinasi dengan pihak 
te rkaif dan secara berkesinambunga n melakukan rekonsi liasi. 
Seluruh pen e rimaan ini harus me lalui rekening kas umum dae rah 
Ka bupaten Banyuasin ; 

2) Penda patan d aerah berupa bantuan keuangan dari Provinsi berupa 
dana sekolah gratis dan berobat gratis serta lainnya dikelompokkan 
p a da Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 

3) Penerimaan hibah berupa barang dae rah harus ditindakla njuti 
dengan berita acara dan SK hibah dari Instansi/Kepala Daerah yan g 
menyerahkan berikut dokumen kepemilikannya. 

3. Tata Cara Pemun gutan , Pe nyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran o leh 
Be n da h ara Penge luaran 

a. Ru ang Lingkup 

1) Subjek Pajak Restoran dalam pengadaan makanan dan / a tau 
minuman yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Be lanj a 
Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin adalah Pelaksana kegiatan 
pengadaan barang dan jasa objek Pajak Restoran. Oleh karena itu 
pelaksana kegiatan harus mengenakan pajak restoran sebesar 10% 
dari jumlah pengeluaran yang dibayar atau seharusnya dibayar 
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 
Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah m akan, 
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasu k jasa 
boga/ catering; 

2 ) Khusus kegiatan yang dilaksanakan diluar wilayah Ka bupaten 
Banyuasin namun dimungkinkan untuk pengadaan makan /mi num 
dan snack atau catering dilakukan oleh wajib pajak restoran di 
Kabupaten Banyuasin, pajak restorannya disetor ke kas d aerah 
Kabupaten Banyuasin sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pe m bantu 
bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak atas nama Waj ib 
Pajak Restoran. 
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b. Perhitungan Pajak 

1) Dasar pengenaa n Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran ; 

2) Tarif Pajak Res toran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). 

c. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan 

1) Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu 
memungut paj a k restoran, atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana 
dimakliud pada huruf "a" angka (1) dan angka (2); 

2) Masa pemungu tan adalah pada saat pelaksa.."laan pembayaran a ta s 
penyerahan m a kanan dan/atau minuman oleh restoran, yang 
dibiayai dari An ggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), .Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Sela tan dan 
Anggaran Penda patan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin ; 

3) Pajak Restoran yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran harus 
dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terjadinya 
pemungutan; 

4) Pembayaran dilaksanakan ke Kas Daerah Kabupaten Banyu asin 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati a tau 
bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan , 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, 
dengan menggu nakan Surat Seto ran Pajak Daerah (SSPD); 

5) Dengan pertimbangan tertentu ditetapkan sarana lain untuk 
pembayaran p ajak restoran selain menggunakan SSPD dapat juga 
memakai blanko setoran bank; 

6) S SPD terdiri d ari 4 (empat) lembar masing-masing untuk: 

(a) lembar 1 : restoran; 
(b)lembar 2 : Bendahara Pengeluaran; 
(c) lembar 3 : Be ndahara Penerimaan; 
(d)lembar 4: Bidang Pendapatan. 

7) Dalam ha! pengadaan belanja makanan dan/atau minuman, agar 
SKPD mengupayakan kepada Restoran di wilayah Kabupaten 
Banyuasin, telah terdaftar di Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (SKPKD) dan memiliki Nomor Pokok 'Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD) Kabupaten Banyuasin; 

8 ) Bendahara Pe ngeluaran menyelenggarakan penatausalrnan dan 
m enyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala SKPD 
yang bersangkutan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuan gan 
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin atas pelaksanaan 
pemungutan da n penyetoran Pajak Restoran; 

9) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (8) atau pejabat 
yang ditunjuk , wajib inelakukan pengawasan atas pelaksanaan 
pemungutan, pe nyetoran dan pelaporan Pajak Restoran. 
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E. PELAKSANAAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah 

a . Bukti pengeluaran belanja atas beban APBD 

1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 
dengan bukti ya ng lengkap dan sah. 

a) Bukti yang lengkap merupakan bukti yang h a rus 
disertakan/ dilampirkan sebagai suatu syarat pembayaran , sesuai 
da_ftar pengecekan (checklist), penelitian kelengkapan/keabsaha n, 
verif;_\).-rnsi SPP dan reviu SPM. 

b) Bukti yang sah merupaka n bukti yang diterbitkan oleh pihak 
yang terkai t atau berwenang atau kompeten (misalka n nota 
pembelian al a t tulis kantor diterbitkan oleh pedagang alat tulis 
kantor yang kesehariannya/ kenyataannya, antara lain, menjual 
alat tulis kan tor) . 

2) Bukti sebagaimana dimaksud _pad a a ngka 1) harus m e ncl a pat 
pengesahan ol e h pejabat yang berwenang dan bertanggun g j awab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 ) ini 
adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 
sebagaimana te lah diu bah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 
tahun 2011 , bahwa tugasnya meliputi, antara lain: 

a ) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; dan 

b) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban angga ran belanja. 
c) alat tulis kantor). 

4) Bukti pembay a ran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat 
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahu n 2010 
sebagaimana te lah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012, berupa bukti perjanjian yang terdiri 
atas: 

(a) Bukti pembelian, untuk pengadaan barang/j a s a yang 
nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh ju ta 
rupiah). Bukti pembelian antara - lain seperti nota 
pembelian , bukti pembayaran tol, pembayaran mel a lui slip 
ATM, tiket/karcis pembayaran parkir, bukti pembay aran 
listrik/tel e pon, struk b e lanja di pasar swalayan, dan 
sejenisnya. 

(b) Kuitansi, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya 
sampai dengan Rp . 50 .000 .000 (lima puluh juta rupiah). 
Pelaksanaan pengadaan dengan kuitansi dan apa yang 
dilakukan oleh para pihak yang terlibat adalah s ebagai 
berikut : 
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(1) PPK membuat spesifikasi teknis, · HPS (untuk nilai lebih 
dari Rp. 10 juta) dan draft SPK bila diperlukan , 
kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan ; 

(2) Pejabat Pengadaan mencari sumber informasi harga, 
mendatangi 1 (satu) penyedia atau mengundang kepad a 
1 (satu) penyedia , dapat melakukan klarifikasi d an 
negosiasi harga, s e rta m emperoleh bukti kuitansi; 

(3) Barang/jasa disera hkan oleh Penyedia; 

(4) PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) ; 

(5) ~1i_tansi dan dokumen lain yang telah didukung oleh 
tandatangan PPHP diberikan kepada PPK untuk dasar 
penerbitan permintaan pembayaran; 

(6) Untuk pekerjaan yang tidak dapat menggambarkan hak 
dan kewajiban a ntar para pihak dengan knit a nsi 
walaupun nilainya di bawah/kurang dari sampai d e n gan 
Rp 50 juta maka agar dibuat SPK. 

c) Surat Perintah Kerja (SPK), untuk belanja barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000 
(dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan 
nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) . 

d) Surat Perjanjian, untuk belanja barang/ pekerj aan 
konstruksi/jasa lainnya d.engan nilai diatas Rp, 
200 .000 .000 (dua ratus juta rupiah), dan untuk j asa 
konsultansi dengan nilai di atas Rp . 50.000.000 (lima puluh 
juta rupi ah). 

5) Isi minimal rancangan bukti perjcmjian sebagaimana dimaksud 
angka 4 memuat : 

a) Bukti pembelian, memuat : ldentitas penyedia; Nilai pembelian; 
Jenis dan jumlah barang/jasa. 

b) Kuitansi, memuat : Identitas para pihak; Nilai Pembelian ; Jenis 
dan jumlah barang/jasa.; dan Tru1da tangan penyedia diatas 
materi sesuai ketentuan berlaku . 

c) SPK, m emuat : Identitas para pihak; ~_ilai pembelian/nilai 
kontrak; Jenis dan jumlah barang/jasa; Hak dan kewaj iban 
yang melekat dalam kontrak; Kata penutup dan ruang tanda 
tangan penyedia diatas materai sesuai ketentuan yang be rlaku. 

d) Surat Perjanjian, memuat Identitas para . pihak; Nilai 
pembelian/nilai kontrak; Jenis dan jumlah barang/jasa; Hak 
dan kewajiban yang menjadi lampiran dalam surat perjanj ian 
dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, spesifikasi dan 
dokumen lain); dan Kata penutup dan ruang tanda tangan 
penyedia diatas materai sesuai ketentuan yang berlaku . 
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6) Kele ntuan be lanj a alas pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola 

a) Pe kerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola me lipu ti: 

( l ) pekerjaan yang berlujuan unluk meningkatkan kemampuan 
dan/atau memanfaatkan kcm a mpuan teknis sumber daya 
m a nusia, se rta scsuai den gan tugas dan fungsi SKPD; 

(2 ) pekerjaan yang operasi dan pemelih a raannya mcmerluka n 
partisipasi langsung m asyarakat setempat atau dikelola oleh 
S I<PD; 

(3 ) pek.erjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ata u 
pemE,tayaa nnya Lidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 

(4) pekerjaan yang secara rinci/de tail tidak dapal 
dihitung/ ditenlukan terlebih dahu lu , sehingga apabila 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan 
ketidakpastian dan risiko yang besar; 

(5) penye lengga raan diklat, ku rsus, penataran, semin a r, 
lokakarya atau pcnyuluhan ; 

(6) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei 
yang bersifat khusus unluk pengembangan tekno logi/meLodc 
kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penycdi a 
Barang/Jasa; 

(7) pekerjaan surve i, pemrosesan data, perumusan kebija.kan 
pemerintah, pengujian di laboratoriu m, dan pcngembanga n 
sistem tertentu; 

(8) pekerjaan yang be rsifat rahasia bagi SI<PD yang bersangkuta n; 

(9) pekerjaan lndustri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negcri; 

( 10) penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan/atau 

{11) pekerjaan pengemban gan indus tri pert.ahanan , industri 
alu tsista, dan indu stri almatsus dalam n egeri. 

b) Prosedur Swakelola m eliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pe ngawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaba n 
pekerjaan. 

d) PA/KPA m e netapkan jenis pckerjaan serla pihak yang a ka n 
melaksanakan Pengadaan Bara ng/ ,Jasa secara Swakelola. 

b. Pengeluaran Kas Sebelum Perda APBD 

1) Pen geluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak d a p :..1t 
dil akukan sebelum rancangan peraturan daerah te ntang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalarn Lembaran Daerah . 

2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf 1) tid a l< 
termasuk untuk belanja yang bersifat tetap yang ditetapkan 
dalam Pe raturan Bupati Banyu asin Nomor 19 Tahun 2011 te n ta n g 
Pen e tapan Belanja Bersifat Mengil<at d a n Belanja Bersifat Wajib 
Serta Belanja Be rsifat Telap. 

3) Pro ses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sebe lu m 
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dokumen anggaran disah kan , tetapi penerbitan Surat Penunjukan 
Penyedia Bar ang dan Jasa (SPPBJ) dan Penand atangan an kontrak 
dilakukan setelah doku m en anggaran disahkan. 

c. Subsidi, Hibah , Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan 

1) Pembe rian subsid i , hibah, banluan sosial, dan bantuan 
keu angan dilaksanakan atas pcrsetuj uan k epala daerah. 

2) Pen erima subsidi, hibah , bantuan sosia.l, dan banluan 
keuangan bertanggung jawab atas p enggu n aan uang/barang 
dan/ atau jasa ya n g di terimanya dan wajib menyampajkan 
laporan .. §.fr_tanggungjawaban penggunaannya kcpada kcpala 
daerah. ·· 

3) Pengclolaan hibah dan bantu an sosial sebagaimana dim aksucl 
pada butir 1) clan 2) ini ditctapkan dalam Pcraturan Bupati 
Nomor 87 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah clan 
Bantuan Sosial yan g Bersumbe r dari Anggaran Penclapatan clan 
Belanja Daerah sebagaimana te lah diubah clengan Peraturan Bupali 
Nomor 586 Tahun 2014, d an Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 32 Tahun 20 11 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber clari Anggaran Penclapalan d,rn 
Belanja Daerah sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 tahun 2012 

4) Hal -hal yang menjadi perhatian untuk dapat dilaksanakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosi c.d 
sebagaj beriku L : 

a) Memastikan agar perencanaan clan pelaksanaan 
cli laku kan dengan sistcm anggaran berbasis kinerj a. 

anaaaran ht:, 

b) Tidak membual kesepakatan yang menJurus kepada tindak pidan a 
koru psi dalam pembahasan anggaran dcngan pih ak-pihak terk ait., 
dan menclasarkan asumsi perhitungan rencana an ggaran pada 
ke bu tuhan riil yang akuntabel. 

c) Melaksanakan anggaran secara transparan , spesifikasi jelas clan 
lengkap, tepat waktu dan tempat, tepal satuan dan jumlah, serta 
be bas dari carnpur tangan pihak manapun yang diduga dan patu t 
cliduga berpotensi KKN . 

cl) Membuat data perencanaan clan pelaksanaan anggaran yang 
transparan sehingga clapc1l diakses oleh pimp,in an unit ma...;;ing­
masing dan pemangku kepentingan lrunnya. 

e) Memperhatikan integritas pejabat pengelola keuangan dan pejabat 
pengadaan barang/jasa yang ditunjuk. 

D Membuka secara luas partisipasi masyarakat untuk turut scrta 
mengawasi proses perencanaa.n clan pengawasan anggaran. 

4) D alam ha! Penandatangan NPHD atas belanja hibah daerah , Kepala 
Oaerah dapat mcnunjuk pcjabat yang berwenang untuk 
menandatangani NPHD (pada SKPD terkait) . 
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d . Be lanja T ida k Terduga 

1) Belanja Lidak terduga m erupak an belanja u n tuk kegiatan yan g 
sifatnya tidak bi asa atau tidak diharapk an berul ang seperti 
penanggu langan bcncana alam dan bencana sosial yan g tidak 
diperkirakan sebelumn ya, lr::rmasuk pen gembal ian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun -tahun sebe lumny a yang telah ditutup. 

2) Kegiatan yang bers i fal tidak bi asa yaitu untuk tanggap darurat 
daJam r angka pencegahan gangguan te rhadap stabil itas 
penyelen ggaraan perne rin tah an demi terciptanya keamanan, 
k eten tramiln dan ketertiban masyarakat di daerah. 

3) Pengernbalia'1 · atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebe lu mnya yang Le lah ditutup harus didukung dengan bukti -

/ bukti yang sah . 

e . Pemunguta n dan P e n yetoran Pajak 
1) Bendahara pengelu aran sebagai wajib pun gut pajak p en ghasil an 

(PPh) dan pajak l ainnya . waji b m enyetorkan seluruh penerimaan 
potongan dan pajak yan g dipun gutriya k e r ekening kas n egara 
pad a bank yan g diletapkan oleh M enteri Keuangan sebagai bank 
perse p si atau pos giro dalam j angka waktu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun dang-undangan. 

2) Setiap bendahara harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) sesuai den gan keten l uan perpajakan yan g berlaku. -

3) Pelaporan perpajakan (SPT M asa - dan SPT Tahunan) harus 
disampaikan dengan tepal waklu sesuai ketentuan perpajakan yan g 
berlaku. 

4) Perhitungan PPh Pasal 21 bagi setiap PNS harus disajikan setiap 
akhir tahun sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

5) Pemotongan paj ak dilakukan dengan ketentuan : 
a) PPN dikenakan atas belanja barang/jasa y ang nilainya lebih 

da ri Rp. 1.000.000 (s c1tu j uta rupiah) dan menjadi kewajiban 
penyedia baran g/jasa (NPWP a tas nama per.yedia b aran g/jasa 
dan diharuskan telah memiliki PKP), kecuali belanja-be!anja 
tertentu yang tidak dikenakan PPN sesuai ketentuan Undang­
Undang Nomor 42 Tahun 2009 

b) Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan untuk pembayaran gaji, 
upah, uang m akan, dan penghasilan lainnya (tidak temasuk 
perjalanan dinas. Misalnya Belanja Honorarium dikenakan PPh 
Pasal 2 1 yaitu 15% untuk golongan IV , 5% untuk golongan Ill. 

-
c) Pcmotongan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan den gan 

pembayaran atas pembelian barang yan g dipungut sebesar l ,5% 
dari harga beli se telah dikurang PPN (NPWP atas nama penyedia 
barang). Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan apabila 
pembelian b arang dengan nilai m aksim al · pembclian 
Rp2. 000.000,00 deri gan tidak dipecah -pecah dalam beberapa 
faktur. 

d) Pernotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas sewa dan penghasilan 
lain schubungan dengan pen ggunaan h arta, royalty ( 15%), 

Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin 

I 
I 
I 

! 



15 

hadiah/penghargaan (15%), dan imbalan sehubungan dengan 
jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain (2%). 

d) Pemotongan/pemungutan Pasal 4 ayat (2) final dilakukan atas 
persewaan tanah dan bangunan (10%), pengalihan hak atas 
tanah dan bangunan (5%), jasa konstruksi dengan kualifikas i 
usaha kecil (2%), jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha 
selain kecil (3%), jasa konstruksi tanpa kualifikasi usaha (4%), 
jasa konsultasi perencanaan/pengawasan dengan kualifikasi 
usaha (4%), jasa konsultasi perencanaan/pengawasan ta npa 
kualifikasi usaha (6%) . 

.. 
6) Besarnya ~eµ10tongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5) 

sewaktu-waktu d a pat diu bah sesuai de nga n ketentuan perpajakan 
yang berlaku . 

2 . Kebijakan Pencairan Dana 

a. Pencairan Dana di lingkungan SKPD 

Pengajuan pencairan dana di SKPD menggunakan aplikasi SIMDA 
Keuangan yang telah on-line. 

1) Permintaan Uang Persediaan dengan Nota Pencairan Dana 

Un tuk kelan caran pela ksan aan tu gas SKPD, kepada pen ggu na 
anggaran d apat diberikan uang persediaan yang dikelola ole h 
bendahara pengeluaran . Bendahara pengeluaran pembantu cl apat 
m eminta uang persediaan tersebut untuk belanja dalam lingkup 
kewenangannya sesuai peraturan pengelolaan keuangan. 

a) Pengeluaran uang kas bendahara pengeluaran berdasarkan 
kepada permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
yang harus mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dengan 
menggunakan format Nota Pencairan Dana (NPD) . Format ini 
disajikan sebagai lampiran 3 Peraturan Bupati ini dan meru pakan 
bagian yang tidak terpisahkan . 

b) Bendahara pengeluaran pembantu/pembantu bendahara 
pengeluaran mempertanggungjawabkan pengambilan uang dari 
benda.1-iara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak menerima uang 
(sesuai tanggal kuitansi penerimaan) dari bendahara pengeluaran. 
Apabila pengambi lan m1 p a da bulan Desember maka 
pertanggungjawaban uang tersebut paling lama sampai tanggal 
20 Desember, apabila tanggal 20 Desember jatuh pada hari libu r, 
maka paling lambat hari kerja berikutnya. 

c) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 
hanya dapat menyimpan uang ka s maksimal Rp.25 .000 .000,00 
(dua puluh limajuta rupiah) . 

d) Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerima uang persediaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas yang dikelola 
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Bendahara Pengeluaran Pembantu (yang diperoleh dari 
Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang bersangku tan), 
berdasarkan permintaan yang disetujui Pengguna Anggaran 
dengan menggunakan format NPD. 

e) Bendahara Pengeluaran SKPD dilarang memberikan uang 
persediaan (UP/GU/TU) kepada PPTK, kecuali dalam keadaan 
mendesak yang dibuktikan dengan surat persetu.juan khusus dari 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

f) Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan langsun g 
baran.g/ jasa atas kegiatan yang dike Iola olch PPTK. 

g) Pejaba~penerima hasil pekerjaan atas pengadaan scbagaima ri a 
dimaksud pada huruf D memeriksa, menerima, da n 
m endistribusikan kepada pengguna barang/jasa. 

h) Pe mbayaran atas hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf D dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu/pembantu bendahara pengeluaran. 

i) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian uang persediaan 
sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP /GU m ac; ih 
te rsedia dalam DPA dan telah digunakan paling sedikit 75 % d ari 
dana UP. 

j) Kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D pada tahun 
2 015 juga mencakup, Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi 
Keuangan di SKPD, lampiran lain sesuai dengan Peraturan Bupati 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

k) SP2D pada tahun 2015 juga mencakup, Berita Acara Rekonsiliasi 
Realisasi Keuangan di SKPD, lampiran lain sesuai d en gan 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

I) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada hu ruf j ) 
meliputi Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Keuangan sesu ai 
dengan format sebagaimana tercantum dalarn lampiran 4 
Peraturan Bupati ini. 

m) Bupati malalui PPKD selaku BUD menyarnpaikan Surat 
Pemberitahuan kepada PA/KPA, dalarn hal 3 (tiga) bulan sejak 
SP2D UP/GU diterbitkan belum dilakukan penggantian UP, 
kecuali untuk SKPD Kecamatan. 

n) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf k 
dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
lampiran 5 Peraturan Bupati ini. 

2) Permintaan Tambahan Uang Persediaan dengan Nata Pencairan 
Dana: 

a) Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan uang persediaan 
(TU /TUP) apabila rencana pengeluaran tidak cukup lagi dibiayai 
dari uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak. Pengajuan TU ini dilakukan oleh setiap SKPD 
untuk seluruh kegiatan yang aka n dilaksanakan di bulan yang 
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sama. Setiap TU untuk satu kegiatan . 

b) Pengajuan T U sebagaim ana dimaksud huruf a) h arus di l ampirkan 
rincian rencan a penggunaan TU, Su r at Pernyataan b ahwa TU 
digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak SP20 diterbitkan; dan tidak digunakan untuk 
kegia tan yang harus di laksannkan dengan pem bayaran LS sesu ai 
form at sebagaima.na terca.ntum dalam Lampiran 6 Peraturnn 
Bupa ti ini , rincian rencan a penggunaan TU dan serta saJdo 
terakhir dari rekening koran bank bendaha.ra pengelu aran SKPD. 

c) Dalam haJ pengajuan TU diatas Rp . 200.000.000 harus 
mendap~kan Surat Dispensasi PPKD sesuai dengan format 
sebagaini"ana tercantum dalam lampiran 7 Peraturan Bupati ini. 

d) Dalam hal selc1ma I (satu) bulan sejak dite:-bitkan SP2D TU 
diterbitkan belum di lakukan pengesahan dan 
perlanggungjawaban TU , PPI<D menyampaikan Surat Teguran 
kepada PA/KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana 
tercantum Lampi;-an 8 Peraturan Bupati ini. 

e) Untuk perpanjangan pertan ggungjawaban TU melampaui 1 (satu) 
bulan. KPA mcngajukan permohonan pcrsetujuan kcpada PPKD 
dilcngkapi dengan pernyataan kcsanggupan untuk 
m empertanggungjawaban TU /s isa TU yang dibuat sesuai formal 
sebagaimana tercantum dal am Lampiran 9 Peraturan Bu pati ini. 

D Pengelolaan dana TU /TUP sesuai ketentuan angka 1) huruf b, 
huru f d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h . 

g) Pembayaran gan ti rugi tanah yang tidak dapat dibayar denga.n LS 
dapat digunakan pengambil ari da.na dengan TU, dengan syarat 
tidak ada pembayaran tunai, tetapi h arus melaJui transfer dari 
r ekening k as daerah ke rekening bend ah ara pengeluaran SKPD 
da.n dari rekening SKPD ke rekening penerima ganti rugi tanah. 

3) Permintaan Langsung (LS) 

a) Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 856 tahun 
2011 ten tang Si stern dan Prosedur Penge lolaan Keuangan D ae rah 
Kabu p aten Banyuasin dan perubahannya, p er lu ditegaskan 
bahwa permintaan langsung (LS) ditujukan kepada : 

(1) Penyedia bara.ng/jasa atas dasar perjanj ia.n/kontrak; 

(2) Benda.hara Pengcluaran / pihak lainnya untuk k ep erlu an 
belanja pegawa.i non gaji induk. pembayaran honorarium, dan 
perjalana.n din as a tas dasar surat k epu tusan . 

b) Pembayaran LS Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya 
sebaga ima.na dimaksu d huruf a) angka (2) dilaksa.naka.n sebagai 
berikut: 

( 1) pembayaran belanja tidak langsung gaj i pegawai dilen gkapi 
dengan Daftar gaji, SSP PPh Pasal 21 d an dckumen 
pendukung lainnya sesuai ketcntuan; 
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(2) Pembayaran uang lembur dilengkapi dengan daftar 
pembayaran perhitungan lembur, Surat Perintah Kerj a 
Lembur, Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan, Dafta r 
Hadir Lembur, dan SSP PPh Pasal 21; 

(3) Pembaya.ran uang makan dilengkapi dengan daftar 
perhitungan uang makan, rekapitulasi daftar hadir, dan SSP 
PPh Pas al 21; 

(4) Pembayaran honorarium dilengkapi dengan SK dari Pejaba t 
yang berwenang (dilampirkan pada awal pembayaran d a n 
pada saat terjadi perubahan keputusan); daftar penerima 
ho9orarium yang memuat paling sedikit nama oran g, 
besarnya honorarium , dan nomor rekening masing-mas in g 
penerima honorarium/tanda tangan masing-mas ing 
penerima, SSP PPh Pas al 21; 

(5) Langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen 
pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa 
yang sah; 

(6) Pembayaran belanja perjalanan dinas yang telah selesai 
dilaksanakan (divisum) dilengkapi dengan Surat Perin ta h 
Tugas dan SPPD rampung sesuai ketentuan Peratura n 
Bupati 4b Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Ta ta. 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupate n 
Banyuasin, Daftar rincian biaya perjalanan dina.s, daftar 
nominatif perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, 
copy rekening Koran bendahara yang menunjukkan saldo 
terakhir dan dokumen pertanggungjawaban lainnya 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai perjaJanan dinas dalam negeri bagi peja.bat 
negara, pegawai negeri , dan pegawai tidak tetap; 

(7) Pembayaran pengadaan tanah dilampiri daftar nomin a tif 
penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat 
paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran u a ng, 
dan nomor rekening masing-masing penerima; foto kopy 
bukti kepemilikan tanah, bukti pembayaran/kwitansi; BA. 
Pelepasan Hak; dan dokumen lain yang dipersyaratkan 
dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan 
tanah . 

c) Pembayaran ganti rugi tanah dibayar dengan ,LS kepada pen erima 
ganti rugi tanah (atas nama dan rekening bank pemilik tanah), 
kecuali untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada an gka 2 ) 
huruf g). 

d) Pelaksanaan ganti rugi tanah berpedoman pada Uqdang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

4) Check list Pengajuan Dana pada SKPD 

a) Bendahara Pengeluaran 
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Pengajuan SPP aleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk SPP­
UP/GU/TU/LS dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPTK 
untuk SPP TU /LS harus memenuhi persyaratan yang 
dicantumkan dalam check list SPP. Khusus SPP-LS juga 
ditandatangani PPTK. Check list SPP dibuat aleh bendahara 
sesuai form a t pad a lampiran 10.1 

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD, melakukan 
kegiatan sebagai beriku t : 

( 1) Meneliti kelengka pan dokumen yang menjadi persyaratan 
• pengajuan SPP bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf 

a) di a tas dengan menggu nakan format pada lampiran 10. 1; 

(2) Memverifikasi pengajuan SPP bendahara sebagaimana 
dimaksud pada huruf a) di atas dengan format pada lampira n 
10. 1. 

c) Fungsi formulir pada Lampiran 10.1. berfungsi sebagai : 

( 1) daftar pengecekan atas kelengkapan persyaratan daku men 
untuk pengajuan SPP yang disiapkan aleh bendahara 
pengelu aran; 

(2) media bagi SKPD untuk meneliti kelengkapan pengajuan SPP 
dan memverifikasi keabsahan dakumer1 pengajuan SPP; 

(3) Media bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
(PA/KPA) untuk mereviu hasil penelitian dan verifikasi PPK­
SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b), pada saat 
pengajuan konsep SPM . 

5) Peno mo ran SPP 

Dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi, 
yang dibuat bendahara ditentukan dengan 
dihubungkan dengan garis miring (/) berdasarkan 
berikut: 

a) Namar Urut dalam buku register SPP; 

b) Jenis SPP (misalnya UP, GU, TU-NIHIL, atau LS); 

penarnaran SPP 
urutan yang 

urutan sebagai 

c) Kade Satuan Kerj a melipu ti kade Urusan. Bidang. Perangkat 
Daerah . Program. Kegiatan (misalnya Dinas Pendidikan pada 
program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantaran/ 
Penyediaan Jasa Surat menyura t, maka kadenya l.0l.0i.01.01) ; 

d) Kade Belanja dar1 J en is Bela.nja (misalnya belanj a langsung 
kadenya 5.2); 

e ) Tahun pembuatan SP2O. 

6) Pembuatan dan Penomoran SPM 

Mempedamani Pasal 211 dan Pasal 212 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Namar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalaan 
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Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa 
dalam dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM dengan 
ketentuan : 

a) Penerbitan dokumen SPM paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 
diterimanya dokumen SPP; 

b) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
berhalangan , yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang 
diberi wewenang untuk menandatangani SPM; 

;, . 

c) Penomoran SPM diatur sesuai dengan tata cara penomoran SPP 
sebagaimana dijelaskan pada butir d). 

b. Pencairan Dana Pada PPKD 

1) Bendahara Pengeluaran PPKD 

Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pen ge lola 
Keuangan Daerah (PPKD) harus memenuhi persyaratan yang 
dicantumkan dalam check list SPP-PPKD. Check list SPP dibu at oleh 
bendahara pengeluaran PPKD sesuai format pada lampiran 10. 3 . 

2 ) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-PPKD 

PPK PPKD melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Meneliti kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan 
pengajuan SPP bendahara sebagaimana dimaksud pada butir 1) di 
atas dengan menggunakan format pada lampiran 10.3; 

b) Memverifikasi pengajuan SPP bendahara PPKD sebagaimana 
dimaksud pada butir 1) di atas dengan format pada lampiran 
10 .3 . 

c. Pencairan Dana Pada DPPKAD 

1) Pengajuan SPD 

a) Pegawai SKPD yang telah ditunjuk menyampaikan surat 
pengajuan SPD sesuai dengan anggaran kas SKPD untuk 
penyediaan pengeluaran uang dengan YP/GU/TU/LS kepada 
petugas loket SPD di Kantor DPPKAD dengan menda pa t bukti 
penyerahan atau tercatat dalam buku register pengajuan SPD 
dengan melampirkan : 

( 1) Pengantar SPD; 

(2) Rincian penggunaa.'1 dana; 

(3) Anggaran kas; 

(4) Lampiran rekappitulasi SPD yang memuat kode rekening, 
uraian kegiatan, jumlah pagu, SPD yang lalu, SPD saat ini, 
dan sisa 
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b) Atas dasar pertimba.ngan pelayanan prima dan untuk memenuhi 
ketentuan bahwa proses pencairan dilakukan paling lama selama 
dua hari kerja, maka berikut ini ditetapkan pengecualian saat 
pengajuan SPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a) d i atas 
sebagai berikut : 

(1 ) SPD Belanja tidak langsung SKPD (gaji pegawai, tambahan 
penghasilan, dll) d a pat diterbitkan semesteran/tahunan; 

(2) SPD untu k kegia tan khusus atau prioritas dapat diaj u kan 
triwulanan a tau se mesteran/tahuna n ; 

(3) SJ:D un tu k kegiatan yang ber s ifat teta p 
dit~tapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 
tentang Penetapan Belanja Bersifat Mengikat 
Bers ifat Waji b Serta Belanja Bersifat Tetap; 

seb a gaimana 
Tahun 2 01 1 
dan Belanj a 

(4 ) SPD un tuk kegia tan yang penar:kannya dilakukan setiap 
bulan / pe riode selama setahun diterbitkan semesteran, 
misalnya kegiatan dalam program a drninistrasi perkantoran; 

(5) SPD untuk kegi a tan pembayaran te rmyn pada pihak ketiga 
diterbitka n sesu ai pengajuan SKPD . 

c) Petugas loke t menolak pengajuan SPD yang tidak sesuai dengan 
Anggaran Kas Pemer intah Kabupaten Banyuasin atau Kas Umum 
Daerah tidak memungkinkan; 

d) Anggaran Ka s SKPD harus selalu direkonsiliasi dengan Anggaran 
Kas Pemerintah Kabu pa ten. 

2) Pe ngajuan SP2D 

a) Pegawai SKPD yang telah ditugasi menyampaikan be rkas 
pencairan SP2O kepa da petugas loket "Proses SP2D" di Kantor 
DPPKAD den gan m e ndapat bukti penyerahan atau tercatat dalam 
buku regis ter pengajuan SP2D. Berkas SP2D diteruskan ke pada 
Seksi Verifika si pada Bidang Perbendaharaan DPPKAD; 

b) Petugas loket menolak pengajuan SP2O yang tidak lengkap sesuai 
daftar chek-list/lembar verifikasi, sesuai Lampiran 10.2 untuk 
pengajuan dari SKPD dan Lampiran 10.4 untuk pengajuan dari 
PPKD dengan mencatatnya dalam register penolakan SPM; 

c) Apabila SPM dinya takan lengkap sesuai formulir lampiran 10.2 
untuk SKPD dan lampiran 10.4 untuk PPKD, BUD/Kuasa BUD 
menerbitan SP2O paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 
diterimanya pengaju an 8PM, dalam artian , misalnya hari Senin 
SKPD m engajukan SP2D, DPPKAD memverifikasi dan memproses 
SP2D selama hari Selasa dan Rabu . SKPD dapat mengambil SP2D 
pada h ari Ra bu atau paling lamba t hari Kamis; 

d) DPPKAD m enerbitkan surat penolakkan pencairan SP'2 O paling 
lambat 1 (sa tu) hari kerj a kepada SKPD terhadap pengaju an SP2 O 
yang tidak memenuhi syarat pencairan; 

e) DPPKAD m enyerahkan SP2D beserta dokumen kontrak u ntuk 
SP2O LS pihak ketiga, dan dokumen SPJ untuk SP2D GU dan 
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SP2D TU Nihil kepada Pegawai SKPD yang ditugasi mengambil 
SP2D yang telah selesai di loket "SP2D"; 

f) Dokumen SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf e) diserahkan 
dengan menggunakan bukti pengembalian dokumen SP2D. 
Dengan demikian dokumen pertanggungjawaban tersebut berada 
dan menjadi tanggung jawab SKPD sepenuhnya termasuk untuk 
keperluan audit; 

g) SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf e) berfungsi sebagai 
bukti bahwa dana sudah di transfer dari · kas um um daerah ke kas 
bendahara pengeluaran SKPD atau rekening penyedia 
bararrg/jasa atau pihak penerima dana lainnya (misalnya 
penerirt1fa·hibah atau bansos); 

h) Pencairan SP2O_ yang sumber dananya berasal dari Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti OAK, BOS, tunjangan 
profesi, tambahan penghasilan guru, bantuan keuangan 
(pendidikan gratis dan sekolah gratis), maka SP2D akan diproses 
setelah dana tersebut diterima di Kas Daerah Kabupaten 
Banyuasin; 

i) Seluruh pengajuan pencairan dana dilen gkapi dengan su rat 
pernyataan PA/KPA sesuai dengan format sebagaim ana tercan tum 
dalam lampiran 11 Peraturan Bupati ini. 

d. Pencairan Dana dengan Program Komput er SIMDA 

1) Setiap pengajuan SPP, SPM, dan SP2D oleh SKPD menggunakan 
program aplikasi komputer SIMDA secara on-line; 

2) Sebelum mengajukan SPP LS {khusus LS Pihak Ketiga), bendahara 
wajib menginput data kontrak dalam aplikasi SIMDA d alam rangka 
pengendalian pencairan kontrak; 

3) Konsekwensi penggunaan aplikasi terse but harus taat kepa da 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel ah diu bah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pen atausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara se!"ta Penyampaiannya. Maksud utama taat kepada 
peraturan tersebut antara lain bahwa pertanggungjawaban harus 
dilakukan tepat waktu; 

4) Penerapan a plikasi SIMDA tersebut dapat dibuat kebijakan khusus 
yang diatur dengan keputusan Koordinator Pengelola Keuangan 
Daerah. 

e. Hak Otorisasi User pada SIMDA Keuangan 

1) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 

a) Hak otorisasi Anggaran : 

(1) rnelakukan penginputan dan koreksi data anggaran 
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Kabupaten; 

(2) mencetak APED dan penjabaran APED; 

(3) menambah, mengubah, menghapus program/kegiatan; 

(4) menambah kode rekening; 

(5) membuat SPD, register SPD, Laporan penyediaan dan a 
anggaran , dan kartu kendali penyediaan dana anggaran; 

(6) melakukan pemostingan data angga ran (admin). 

b) Hak .otorisasi Penatausahaan : 

(1) ~nginput, mengoreksi, mencetak SPP-SPM non anggaran; 

(2) membuat, _ mengubah, mencetak SP2D, serta mencetak 
register SP2D; 

(3) menginpu t data realisasi pencairan SP2D dan data transfer 
an.tar bank; 

(4) mencetak buku kas penerimaan dan pengeluaran , buku 
pembantu kas daerah, laporan posisi kas harian, buku 
perhitungan PFK, dan buku -buku lain sehubungan dengan 
kas; 

(5) menghapus dan mengendalikan da ta SP2D (admin). 

c) Hak otorisasi Pembukuan dan Pelaporan : 

(1) menyediakan jumal-jurnal sehubungan dengan pembukua n 
keuangan; 

(2) melakukan penyesuaian pendapatan; 

(3) mengiput saldo awal; 

(4) posting dan unposting data; 

(5) membuat laporan keuangan; 

(6) mencetak Peraturan Daerah pertanggungjawaban APED dan 
Peraturan Eupati Penjabaran Pertanggungjawaban APED; 

(7) melakukan cetak rekening. 

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

a) Hak otorisasi Anggaran : 

(1) Menginput, Mengkoreksi, Merubah, Menghapus Data Renstra 
SKPD; 

(2) Menginput, Mengkoreksi, Merubal1, Menghapus Data RKA 
SKPD; 

(3) Dapat Melakukan Export Impor Data, Parameter Program 
Kegiatan, Renstra, Indikator, Anggaran, Anggaran Kas; 

(4) Mencetak Renstra, RKA, RKAP, DPA, DPPA SKPD. 

b) Hak otorisasi Penatausahaan : 

( 1) Memverifikasi SPP; 
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(2) Melakukan Pengesahan SPJ; 

(3) Membuat dan Mencetak SPM; 

(4) Menginput dan Mencetak Data Kontrak / SPK; 

(5) Mencetak Register SPP, Register SPM, Register Penolakan 
Penerbitan SPM , Register Penerimaan SPJ, Register 
Pengesahan SPJ, Register Penolakan Pengesahan SPJ, 
Register SP20, Register SP20 TU yang belum di SPJkan, 
Register SPJ-SP2D, Register SPP-SP2D (UP,TU,LS), 
Pengesahan SPJ , Laporan Pengesahan SPJ, Pengawasan 

.. Anggaran Definitif Per Kegiatan. 
~ 

c) Hak otorisasi Bendahara : 

(1) Bendahara Pengeluaran Mengimput, Mengkoreksi, Merubah, 
Menghapus data dan Mencetak SPP; 

(2) Menginput data SPJ, PAJAK, Mutasi Kas Bank, dan Setoran 
Sisa UP; 

(3) Bendahara Penerimaan melakukan Bukti Penerimaan dan 
STS; 

(4) Mencetak laporan buku pajak, buku Panjar, SPJ Pengeluaran, 
Buku Kas Pengeluaran, Laporan SPJ, Surat Keterangan 
Pengajuan SPP TU, Register SPP, S3TU, Laporan Pertanggung 
Jawaban TUP,Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas 
Tunai, dan Bukti Pengeluaran Belanja; 

(5) Mencetak Tanda Bukti Penerimaan, STS, Buku Rekapitulasi 
dan Rinci Penerimaan, SPJ Pendapatan, Buku Kas 
Penerimaan, Register STS 1 Register Tanda Bukti Penerimaan, 
Buku Pendapatan Harian . 

d) Hak otorisasi Pembukuan : 

(1) Menyiapkan Jurnal; 

(2) Melakukan Penyesuaian Belanj a; 

(3) Melakukan Penyesuaian Pendapatan; 

(4) Penginputan Saldo Awal; 

( 5) Posting Data; 

(6) Eksport Import Data Saldo Awa l; 

(7) Posting Jurnal; 

(8) Mencetak Laporan Rekening, Jurnal, Buku Besar, Buku Besar 
Pembantu, Neraca, LRA, Memo Pembukuan, Daftar Saldo 
Bu ku Besar, Sal do Buku Besar Konversi . SAP, Register 
Penyesuaian Penarnbahan Belanja, Register Penyesuaian 
Pengurangan Belanja, Daftar Jumal Yang belum di Posting, 
Rekap Penggunaan Suber Dana BTL, Rekap Penggunaan 
Sumber Dana BL, dan Rincian Saldo Buku Besar Aset Tetap 
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3. Kebijakan Menurut Jenis Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai . 

a) Pembayaran gaji pokok dan tunjanga n sebelum APBD disahkan 
didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Belanja yang bersifat 
mengikat, belanja yang bersifat wajib, dan belanja yang bersifat 
tetap. 

b) Belanja pegawai (kelompok belanja tidak langsung) lainnya, 
d1bayarkan berdasarkan DPA dan ketentuan-ketentuan : 

:,'ll- . 

(1) Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan untuk 
belanja pegawai tambahan penghasilan PNS dan telah d ibah as 
dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ; 

(2) Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan 
tentang insentif pemungutan PBB dan Pajak/Retribusi Dae:-ah 
untuk belanja insentif pemungutan PBB dan Pajak/Retribusi 
Daerah. 

2 ) Belanja Bunga 

Belanja bunga ini <liguna kan untuk pembayaran bunga utang yang 
dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) 
berdasarkan perjanjian pmJaman jangka pendek, j a n gka 
menengah , dan jangka panjar1g, sesuai Peraturan Pemerin tah 
Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Oaerah. 

3) Belanja Subsidi 

a) Belanja subsidi hanya diberikan untuk BUMD yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dalarn Kabupaten Banyuasin; 

b) Belanja subsidi diberikan tidak sekaligus , tetapi per te rmin 
kebutuhan dalam setiap tiga bulan. Pemberian berikutnya atau 
pemberian pertama kali dapat diberikan setelah : 

(1) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih 
dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
Negara, kecuali auditor tersebut setelah diberitahu belum 
dapat melakukan audit, sesuai batas waktu berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-unqangan, maka dapat 
diberikan subsidi. 

(2) Oalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , 
penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggung­
jawaban penggunaan dana subs.di kepada_ kepaJ a daerah 
paling lambat sete lal1 satu bulan pelaksanaan kegiata n . 

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

Belanja hibah dan bantuan sosial pengelolaannya h arus sesuai 
dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 871 Tahun 2011 
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin . Belanja Hibah 
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dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan melalui Anggaran 
PPKD (DPA-PPKD), sehingga penerbitan SPP dan SPM menjadi tugas 
PPK-PPKD tetapi data pendukungnya diterbitkan oleh SKPD terkait 
sebagaimana dimaksud pada butir 2."Kebijakan Pencairan Dana", 
butir a.3).c) 

5) Belanja Bagi Hasil 

Belanja bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber 
dari pendapatan kabupaten dan diserahkan kepada pemerintah 
desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

6) Belanja~antuan Keuangan 

a) Bantuan keuangan digunakan untuk memben bantu a n 
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten 
Banyuasin kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah 
lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan 
kemampuan keuangan. 

b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peme rin ta h 
daerah/pemerintah desa penerima bantuan. 

c) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan d a n 
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah 
pemberi bantuan . 

d) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan 
penyediaan dana pendarnping dalam APBD atau anggaran 
pendapatan dan belanja desa penerirna bantuan. 

e) Belanja bantuan kepada partai politik dihitung oleh Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencairannya melalui DPA­
PPKD. 

6) Belanja Tidak Terduga 

a) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang 
dianggarkan dalam APBD un tu k mendanai tanggap darurat, 
penanggulangan bencana a larn dan/ a tau bencana sosial, 
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan 
keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD 
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusa n 
dimaksud ditetapkan . 

b) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana 
dimaksud pada huruf a) berdasarkan kebutuhan yang 
diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan se telah 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari 
adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan ­
kegiatan yang t elah didanai dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara. 

c) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melnkukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD . 
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d) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) 
termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang 
kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. 

e) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada huruf d) mencakup: 

(1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyaraka t yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
dan 

(2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

;"; ·pemerintah daerah dan masyarakat. 

f) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c) diformulasikan terlebih dahulu dalam 
RKA-SKPD. 

g) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap d a rurat 
bertanggungjawab atas · penggunaan dana tersebut dan 
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ke pada 
atasan langsung dan kepala daerah. 

h) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak 
terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada 
huruf b) dan c) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

b. Belanja Langsung 

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis 
belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 
dan belanja modal. Ketentuan pelaksanaan belanja langsung sebagai 
beriku t : Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa, dan belanja modal . Ketentuan pelaksanaan belanja 
langsung sebagai berikut : 

a. Sebelum pelaksanaan kegiatan setiap PPTK harus membuat 
Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dengan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Bupa ti ini . 
KAK/TOR dilampirkan pada saat pencairan ke DPPKAD. 

b. Pertanggungjawaban belanja berpedoman - pada satuan biaya 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin tentang 
Standar Biaya. 

c . PA/KPA melakukan pemeriksaan kas/cash opname sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan PPTK membuat laporan -la poran 
se bagai beriku t : 

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam larnpiran 13 Peraturan Bupati ini. 

b. Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam lam.piran 14 Peraturan Bupati ini. 
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Laporan ini berfungsi sebagai rekapitulasi laporan basil pelaksan aan 
program /kegiatan . 

c . Laporan Hasil Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam lampiran 15 Peraturan Bupati ini. 

1) Belanja Pegawai 

a ) Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/ 
upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerinta han 
daerah. 

b) Pemt',erian honorarium/upah tersebut didasarkan pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan APED Tahun Anggaran 201 3 butir "11.2. b. Bela nja 
Daerah" a ngka 6) huruf j) "Pemberian honorarium bagi PNSD 
supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, 
kepatutat1 dan kewajaran serta pemerataan penerimaan 
penghasilan, yang besarannya ditetapkan dalarn keputusan kepala 
daerah tentang standar biaya dan satuan standar harga sesuai 
Pera turan Perundang-undangan. 

c) Program dan kegiatan tersebut ditu a ngkan dalam DPA sebagai 
dasar pelaksanaan pengeluaran belanja pegawai ini. Pengeluaran 
belanja ini didasarkan, antara lain, clan tidak terbatas pad a: 

1) Peraturan Bupati tentang standar biaya yang berfungsi sebagai 
bata s pengeluaran honorarium/upa h tertinggi; 

2) Keputusan Bupa ti tentang pembentukan Tim/Panitia untuk 
kegiatan dengan lingkup Kabupaten (Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah/TAPD, Tim Pengelola Keuangan/Barang Daerah, 
BUD/Kuasa BUD, Tim Sistem Informasi Manajemen 
Keuangan/Barang, dan lain-lain) ; 

3) Kepu tusan Kepala SKPD tentang pembentukan Tim /Pan ita 
untuk kegiatan dengan lingkup SKPD sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya, kecuali tugas sehari-hari yang sudah 
dibayar melalui belanja gaji pegawai; 

4) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Penerima dan 
Penyimpan Barang diberi honor sesuai Permendagri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dan 
lain-lain); 

5) Peraturan tentang perencanaan, pelaksanaan, kinerja, 
monitoring dan evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan dan 
lainnya; 

6) Bukti Penerima honorarium/upah, bukti ini dapat berupa daftar 
honor/upah, kuilansi honor/upah yang menunjukkan standar 
honor, satuan honor /upah (per-jam, per-hari, per-bulan, per­
tahun, per-paket, per-kegiatan, per-terbit dan sebagainya sesuai 
dengan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Standar Biaya), dan 
Kerangka Acuan Kerja (KAK), atau MOU; 
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7) Pemberian h onorarium n on pns hanya d ibcrikan kepada Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) yang ditelapkan oleh Peraluran Pemerinlah 
sesuai Pera turan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatcrn Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil 

2) Bela nja Ba ra n g dan J as a 

Pen gadaan bclanj u bar ang dan jasa h arus berdasarkan Pcralu ran 
Presiden RI Nom or 54 Tahu n 20 IO tanggal 6 Agustus 20 IO ten tang 
Pen gad-a_an Barang/,Ja sa Pcmcrintah sebagaimana tela h diubah 
dengan ~'1>eraturan Presiden Nomor 70 T ahun 20 12 d an peratu ran 
perundang-undangan yang lcrkajt. 

Bebcrapa pelaksanaan kebij akan pcngadaan barang/jasa sebagai 
berikut: 

a) Pemberian h onorari u m kcpada tcnaga harian lepas (THL} 
merupakan pemberian alas jas..i yang Lelah diserahkannya, dapal 
berupa: jasa kebersihan, jasa keamanan , jasa pemad am 
kebakaran, jasa administrasi kantor, jasa pengawalan , jasa 
pelayanan SKPD, dan jasa sejenisnya; 

b) Pemberian jasa tersebut pada huruf a) dilakukan dengan 
mcmbuaL Surat Perintah Kcrj a (SPK) scbagaimana diatur daJam 
Su rat Edaran Bupali Banyuasin Nomor 800/10/ 111/Tahun 20 13 
tcntang Sura t Pcrjanjian Pckcrjaan Tenaga Harian Lcp as (TI-IL) 
yang berada pada Din as/Badan/Kantor (SKPD) Kabupale n 
B anyuasin Tahun 2013; 

c) Belanja barang pakai habis agar di sesuaikan dengan k ebu tuhan 
riil dengan memperhilungkan sisa persedi crn n barnng T ahun 
Anggaran 2011 sesuai dengan hasil inventarisasi fisik ya n g 
dituangkan dalam berita acara inventarisasi . Untuk menghitung 
kebutuhan riil disesuaikan den gan pelaksanaan tugas dan fun gsi 
SKPD, dengan mempertimban gkan jumlah pegawai dan volume 
pekerjaan ; 

d) Pemberian makan dan minum harian pegawai dibebankan pada 
kelompok belanja tidak langsung, dengar. jenis be lanja tambahan 
penghasil an berdasarkan pertimbangan objektif lrunnya bcru pa 
uang m akan. Belanja m ak an d an minum tidak boleh dibayarkan 
ap abila dalam suatu k egiatan terdapat belanja m akan minum, 
sch ingga apabila dalam suatu kegiatan tcrdapat. makan dan 
minum, maka peserta k egiatan y ang m erupakan PNSD , tambahcm 
pengha si lannya dikuran gi sesuaj den gan jumlah hari kegiatan 
yan g diikutinya berd asarkan surat tu gas atau sun.it uncfrrngan 
kegia tan tersebut. Bcgilu pula diterapkan h a! yang sama d~1lam 
kegiatan perj aianan dinas; 

e) Pengeluaran belanja perjalanan din as daerah, agar· dila ku kan 
secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatas i scrta 
didasarkan pada Peraturan Bupati Banyuasin tentan g Perj a lan an 
Dinas di lingkungan Pemerintah Kabu paten Banyuasin ; 

------- ----···---- - --···--·-·--. ---·--· ----·----·-- --·--···---·-·-···- ·---··--- ·----· ... 
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f) Rekapitul asi pclaksanaan perjalanan clinas ditu an gkan d a lam 
Daftar Nomina tif Perj alanan Dinas sesu a i format yan g tercanlum 
dalam lampiran 16 Pcraturan Bupati ini; 

g) Perj al anan dinas Pegawai Tidak Tetap , Tenaga H arian IJepas dan 
Pegawai Negeri Sipil go longan I d an II dcngan m en ggunakan 
pesawat haru s bcrdasarkan pcrtimbanga.n khusu s pen ggum-1 
an ggaran; 

h) Seti ap Pimpin an SKPD dan Pejabat yang disamakan scrta Pejabat 
sej enisnya , mcnyusun rencan a perj a lanan dinas untuk kcgiaLan 
koo i;,din asi dan konsultasi a tau kegiatan ru t in perjalanan dinas 
lainn~. aga r dapal dihindari perj a lan an din as yang tump,rng 
Li n d ih. H as il Perjalan an dinas dapal d ibuktikan dengan noLu lcn 
rapat atau doku men sej enisnya dengan maleri h as il pembah asan 
sesuai tujuan perjal anan dinas. Perj al a.n an dinas dalam r angka 
mengantar laporan harus dibatasi/diprioritaskan h anya kepad a 
laporan yang sifatnya m cndesak clan bil a terl ambal dapat 
d ikcn akan sanks i ; 

i) Untu k perjaJanan dinas dalam rangka kunjungan k erja d an sludi 
banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan peserlanya scrta 
di lakukan sesu ai den gan substansi kebijakan yang sed ang 
d irumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transpar an clan 
akunlabel; 

j) Pejabat/ Pegawai yang ak an m elaksanakan perjal an an dinas 
terlebih dahu lu h arus m ernbuat telaah sta f/no ta dinas perih al 
kepentin gan pcrjal anan dinas d an membu a t laporan hasil 
perjalanan dinas pal ing lambat 3 (tiga) h ari k erj a setelah 
pel aksanaan perjalanan dinas; 

k) Pen gc.1turan belanja/penggunaan bah an bakar minya k 
berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dc.1ya 
Mineral tentang Pen gcndali an Penggunaan Bahan Bakar Min ya k ; 

I) Pembayaran biaya operas ional bahan bakar kendaraan d in as 
sesu a i dengan Peraturan Bupa ti tentang Standar Biaya; 

m)Pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) 
menyertakan kontrak/kupon/struk pembelian; 

n) Belanja penggantian suku cad an g didukung olch spartpart/ suku 
cadang yan g diganti . 

3) Belanja Modal 

Pengadaan be lanja modal diatur sebaga i berikut: 

a) Pen gadaan berpedoman pada Peraturan Presiden tenlang 
Pen gadaan Baran g/,Jasa Pemerintah . 

b ) Pembayaran untuk Belanja Modal Konstruksi dan Belanj a 
Pemelih araan yang membutuhkan masa pemeliharaan, 
Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima 
perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lim a r er seratus) 
merupakan retensi selama masa pemeliharaan. 

---------------------·---- -------· ---·--·------ ----------
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c) Masa pemeliharaan alas pembayaran Belanja ModaJ Konstruksi 
sebagaiman:a dimaksud pada huruf b) se lama 9 (sembilan) bu Ian. 

d) Apabila penyaluran pendapatan dana transfer berkurang dmi 
target yang tc lah ditetapkan sehingga mengalami keku rangan 
saldo kas d ae rah , maka pembayaran tagihan dilaksanakan pada 
tah un anggara n bcriku tnya. 

e) Pencairan belanja modal dilengkapi dengan bukti input bcl anja 
modal kedalam Simda Barang Daerah (Simda BMD) dan Bukli 
Setor Pajak/Retribusi Daerah . .. 

4) Syara1't· perribayaran yang harus dilampirkan dal am dokumcn SPP-LS 
atas Pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 4) sesuaj Daftar 
Kelengkapan/Check list dan lembar veririkasi pada Lam pi ran I 0. 1 
dan Lampiran 10.2 Peraturan Bupati ini, dan dilengkapi dengan 
Resume l<onlrak sesuai format pada Lampiran 17 Peraturan Bupati 
llli. 

5) Pengelolaan belanja mod al pembangunan sarana infrastruktur desa 
dilaksanakan diatur dengan ketenluan peraturan tersendiri. 

F. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMB IAYAAN DAERAH 

1. S is a Le bih Perhitungan Anggaran (SiLPA) T ahun S e belumnya 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya rnerupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 

1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pcndapalc1n leb ih 
kecil dari pad a realisasi be lanja; 

2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 
l angsung; 

3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir La hun 
anggaran belum diselesaikan. 

b . SiLPA yang sudah jelas peruntukannya tidak dapat dianggarkan untuk 
tujuan lain, misalnya Dana Alokasi Khusus (OAK) dan sejenisnya; 

c. Pelaksanaan kegiatan l anjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang 
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA La.nju tan SKPD (DPAL­
SKPD) tahun anggaran berikutnya; 

d. Unluk mengesahkan k embali DPA -Sl<PD m enjadi DPAL-S I<PD, 
Kep a l a SKPD menyampailrn n laporan akh ir realisasi pelaksanaan 
k P. gi a t a n fisik dan non-fi si k maupun keuangan kepada - PPI<D paling 
l ambat pertengahan bulan Desember t ah un anggaran berj alan; 

e. ,Juml a h anggaran dalam DPAL-SKPD sele lah Lerlebih d ah ulu 
dilaku kan pengujian terh adap : 

1) sisa DPA- SK PD yang belurn diterbitkan SPD dan/atau bc lum 
diterbitka.n SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; 

2) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D; dan 
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3) SP20 yang belum diuangkan. 

f. DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan 
pe nyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran; 

g. Pe kerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk OPAL memenuhi 
kriteria: 

1) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada ta hun 
Anggaran berkenaan; dan 

2) Ke terlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan k a re n a 
ke lalaian p enggu na anggaran/barang a ta u rekanan, namun k a rena 
force roo.jor . 

2. Dana Cadangan 

/ . a . Dan a cadangan dibukukan d a lam reken ing tersendiri atas n a ma 
d a n a cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. 

b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai pro gram 
dan kegiatan la in diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan 
daerah tentang pembentukan dana cadangan. 

c . Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan d a erah 
dilaksanakan apabila dana cadangan tela.h mencukupi untuk 
melaksanakan program dan kegiatan . 

d . Untuk pelaks a naan program dan kegiata n dana cadangan dim aksud 
te rle bih dahulu dipindahbukukan ke reke ning kas umum daerah . 

e. Pemindahbukuan palin g tinggi sejumla h pagu dana cadangan yang 
akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam ta hun 
anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah tentang pembentuka n dana cadangan. 

f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah pemindahbu kuan 
oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

g. Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan 
target kirierjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih 
tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke reke ning 
kas umum daerah. 

h . Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 
cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberika n hasil 
teta p dengan risiko rendah . 

1. Penerimaan h as il bunga/ deviden rekening dana cadanga n dan 
penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan . 

j. Portofolio tersebut meliputi : 

1) deposito ; 
2) sertifikat bank indonesia (SBI); 
3) surat perbendaharaan negara (SPN); 
4) surat utang negara (SUN); dan 
5) surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. 
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k . Penatausahaa n pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai 
dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan 
pelaksanaan program/kegiatan lainnya. 

3. Investasi 

a. Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening 
penyertaan modal (investasi) daerah; 

b. Penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel harus didukung dengan 
surat s_.ahamnya; 

c. Penyerta~n modal pada BUMD harus ditetapkan dengan peraturan 
daerah sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d . Pengurangan , penjualan, dan/ atau pengalihan investasi dicata t 
pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi 
modal; 

e . SKPD yang terkait dengan · permasalahan investasi h a rus 
menyelesaika n sesuai dengan hasil kesepakatan tertulis dengan pih a k 
terkait atau sesuai dengan laporan terkait dan melaporkannya kepada 
Bupati Banyuasin melalui Sekretarial Daerah dengan tembusan 
kepada Kepal a DPPKAD Kabupaten Banyuasin. 

4 . Pinjaman Daerah 

a. Ketentuan Umum Pinjarnan Daerah 

1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dil a kuka n 
melalui re kening kas umum daerah. 

2) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui 
rekening kas umum daerah . 

3) Pemerinta h daerah tidak dapat membe rikan jaminan atas pinjarna n 
pihak lain. 

4) Pendapatan daerah dan/ atau ase t daerah (barang milik 
daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. 

5) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserfa baran g milik 
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dij adikan 
jaminan obligasi daerah. 

6) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah 
dan obligasi d aerah . 

7) Pemerin tah daerah wajib melaporka n posisi kumulatif pinj aman 
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Ne geri setiap akhir semester tahun anggaran berj a lan. 

8) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman terdiri atas: 

a)jumlah penerimaan pinjaman; 
b)pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan 
c) sisa pinjaman. 

9) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang 
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dan/ atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. 

10) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD /perubaha_n APBD 
tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang 
dan/ atau obligasi daerah, kepala daerah dapat melakukan 
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah 
perubahan APBD. 

11 ) Pelampauan pembayaran bunga d a n pokok u tang dan / a tau 
obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan k e pa da 
DPfD dalam pembahasan awal perubahan APBD. 

12 ) Pela.Mpauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau ob ligasi 
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam 
laporan realisasi anggaran. 

13 ) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok 
utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo . 

14) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat 
pada rekening belanja bunga. Pembayaran denda pinj a man 
dan/ a tau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bu nga. 

15) Pembayaran pokok pinjaman dan/ a tau obligasi daerah dica tat 
pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 

16) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan Bupa ti. 

17) Peraturan Bupati sekurang-kurangnya mengatur mengenai: 

a) penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi 
daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko; 

b) perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah; 
c) penerbitan obligasi daerah; 
d) penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa 

lelang; 
e) pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; 
f) pelunasan; dan 
g) aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke 

pasar sekunder obligasi daerah. 

18) Penyusunan peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. 

b. Ketentuan Pencairan Pinjaman Da.erah 

1) Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini bertindak selaku pen agih 
mengajukan tagihan kepada Bupati melalui Pejabat Penge lola 
Keuangan Daerah tembusan kepada SKPD terkait; 

2) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka ( 1) 
tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD 
terkait membuat dan menyampalkan surat rekomendasi persetujuan 
pembayaran dan Surat Pengakuan Hutang atas tagihan tersebut 
kepada DPPKAD melalui Bendahara PPKD, dengan rnenyebutkan 
nomor/ tanggal dan perihal kontrak/SPK, tanggal jatuh tempo, 
jumlah yang harus dibayar, potongan-potongan berupa denda a tau 
potongan lalnnya, nomor/tanggal pengakuan utang, nomor dan 
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tanggal SPM (bila sudah diajukan SP2D-nya); 

3 ) B entuk surat rekomendasi persetujuan pem bayaran atas tagihan 
sesuai format pada lampiran 18 Peraturan Bupati ini, dan format 
Surat Pe ngakuan Hutang sebagaimana tcrcanlum dalam Lampiran 
19 Perat.u ran Bupa li ini; 

4) 

5) 

B endahura PPKD m embuat surat pengusulan pen erbi tc1n SPD 
kepada Bi dang An ggaran DPPKAD mc lalu i Kepala Seksi Pen dapatan 
dan Pembiayaan , alas dasar DPA-PPKD Pembiayaan (DPA-3) , surat. 
rekomendasi persetuju an pcrnbayc1ran, d an sural pcngc1ku a n hu tan g 
atasiagi han terse bu L: 

Bendc1hc1ra PPKD meny usun 
disampaikan · kepada Bidan g 
Kcpala Scks i Kas Daerah selaku 

SPP-LS berdasarkan SPD dan 
Perbend aharaan DPPKA D mcla lu i 
PPK -PPKD; 

6) Pcjabal Pcnatausahaan Keuangan SKPD (PPI<-PPKD) memverifikasi 
SPP-LS tersebuL Setelah dil ~kukan verifikasi, menyusun konsep 
SPM-LS dan m enyampaikannya kepada PPKD; 

7) PPKD m embuat nota penyampaian SPM -LS untuk diveri fikas i oleh 
K epal a Bidang Perbendahar an dalam rangka penerbitan penerbitan 
SP2D sesuai ketentuan pengelolaan k eu angan daerah; 

8 ) Bidang Perbendah araan m cnginformasi kepada SKPD tcnlang 
penerbitan SP2D agar SKPD d apat menghubungi Pc nycd ic1 
Barangj.Jasa untuk men gccek transfer dari r eken ing k as dacrah kc 
rekening b,rnk penyedia; 

9 ) Sisa m asa pemel ih araan konstruksi di l akukc1n tidal< clengan 
mengan ggark annya dal am utang, tctapi dilunasi l 00% scsuai 
kondisi keuan gan daerah. O le·h karen a itu, penyedia barang/jasa 
h arus menjaminnya den gan sura'" j amin an sesuai k ctenlu an 
Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tclah diubah 
dengan Pcraturan Presidan Nomor 70 Tahun 20 12; 

10) Kewaj iban penyedia b aran g dan j asa seh ubungan dengan kegialan 
tcrkait dipotong d ari sisa pembayaran dilakukan sesuai k etcntuan 
k ontrak clan pcraturan perundang-undangan yang berlaku . 

5. Piutang Daerah 

a. Setiap piutang d aerah d iselesa ii<an se lu ru hnya d engan tepa l wal<tu. 

b . PPK-S KPD melakukan pcn atausah aan a tas pcncrimaan piutang 
atau tagihan daerah yang m enj acl i tan ggung jawab SKPD . 

c. Piuta ng atclu tagih an d aerah yan g t idak dapat - diselesa ikan 
se luruhnya pacla saat j atuh tempo, cli sc lesa ikan sesu a i clcngan 
pcraturan perundan g-u ncl an gan. Piutan g kcpada Pcmerintah dan 
Pem erintah Prov insi di!akukan , antara la in , cl engan rekonsili c1s i dan 
konfirmasi. 

d. Piuta ng dacrah jenis tertentu seperti piutang pajak d ac r ah clan 
piuta n g retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan 
penye lesaiannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 
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e . Piutang daerah yang terjadi sebagai a kibat hubungan 

f. 

keperdataa n dapat c;liselesaikan dengan cara damai, kecuali 
piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri 
dalam pera turan perundang-undangan . 

Piutang daerah dapat dihapuska n 
pen ye lesai a n secara mu tlak a tau 
penyelesaiannya diatur tersendiri 
u ndangan. 

dari pembukuan dengan 
bersyarat, kecuali car a 

dalam peraturan perundang-

g. Penghapusan piutang dae rah ditetapkan oleh : 

1) kep~la daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000 .000,00 
(lima miliar rupiah); 

2) kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

h . Kepala DPPKAD selaku PPKD atau Kepala SKPKD melaksanakan 
penagihan dan menatausahakan piu tang daerah . 

1. Untuk m elaksanakan penagihan piutang daerah , kepala SKPKD 
menyiapkan bukti dan administrasi penagihan. 

j . Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan 
piu tang k e pada kepala daerah. 

k. Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan 
d engan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran 
berjalan. 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HARANG DAERAH 

Kekaya an Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
sebagian besar dapat dilihal dari jumlah asset tetap sebagaimana disajikan 
setiap tahun dalam Neraca Kabupaten Banyuasin dan Ncraca S KPD. 
Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 

1. Melakukan upaya mengkoordinasikan dan mengadakan penilaian terhadap 
asset SKPD yang mempunyai nilai Rp. 1,-

2. Untuk asset tanah/bangunan diupayakan mendapatkan surat atas asset 
tanah tersebut kepada pemerintah setempat. 

3 . Untuk dokume n asset tanah diupayakan Asli diinventarisir dan diserahkan 
k epa da DPPKAD sebagai pengelola Asset Kabupaten . 

4 . Melakukan rekonsiliasi kepada bendahara barang dan penguru barang 
SKPD setiap 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan nilai asset dan m emantau 
belanja modal dan belanja pemeliharaan SKPD sehingga pada penyusunan 
n eraca akhir tahun dapat diperoleh data yang cepat, akurat, dan akuntabel. 

5 . Mengupayakan kepada seluruh SKPD agar menerbitkan Surat 
Pemakaian/Pemegang Asset bergerak berupa kendaraan dinas, laptop, 
kamera, OPS dan lain lain untuk kepentingan pemeriksaan agar dapat 
di}<etahui dengan jelas penanggungjawab asset tersebut. 
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